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MOTTO 

 

<Dan bersabarlah kamu,Sesungguhnya janji allah itu benar.=  
(Qs. Ar-Ruum: 60) 

 

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. 

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk 

menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan 

selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang- gelombang itu yang nanti 

bisa kau ceritakan. 
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ABSTRAK 

 

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasn Financial 

Technology Ilegal Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Otoritas Jasa 

Keuangan Provinsi Bengkulu), Oleh: Jamilatun Safitri, NIM. 

2011150129, Pembimbing I: Dr. Miinudin, S.Ip., M.Ip. dan 

Pembimbing II: Zacky Antony, S.H., M.H. 

Ada dua persoalan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu: 

1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu 

dalam pengawasan fintech illegal dan 2) Bagaimana peran Otoritas 

Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan fintech illegal 

perspektif Fiqih Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah 1) peran 

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan 

fintech illegal dan 2) untuk mengetahui peran Otoritas Jasa 

Keuangan Provinsi Bengkulu dalam pengawasan fintech illegal 

perspektif Fiqih Siyasah Untuk mengetahui. Adapun metode 

penelitian yang digunkaan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field reseach) yaitu pengumpulan data secara langsung di 

lapangan. Lokasi penelitian diambil yaitu: kantor Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu. Adapun hasil penelitian ini 

yaitu 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting 

dalam mengawasi dan mengendalikan perusahaan fintech, 

terutama dalam mencegah dan menindak aktivitas fintech ilegal. 

Regulasi yang dikeluarkan OJK, seperti POJK Nomor 

77/POJK.01/2016, bertujuan untuk menciptakan industri fintech 

yang aman, namun tantangan dalam penanganan fintech ilegal 

masih ada, terutama yang beroperasi tanpa izin. OJK bekerja sama 

dengan berbagai instansi untuk memblokir dan menindak platform 

ilegal, serta melakukan edukasi masyarakat untuk meningkatkan 

literasi keuangan. Meskipun sudah ada langkah-langkah 

pengawasan, kendala seperti sulitnya melacak pelaku dan 

terbatasnya sanksi membuat penguatan regulasi dan kerja sama 

lintas sektor sangat diperlukan agar pengawasan lebih efektif dan 
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masyarakat terlindungi dari kerugian dan 2) Dari perspektif fiqih 

siyasah, pengawasan yang dilakukan oleh OJK merupakan bagian 

dari tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan melindungi 

kepentingan rakyat, khususnya di sektor keuangan. Fiqih siyasah, 

sebagai konsep politik Islam, menekankan hubungan antara 

pemerintah dan rakyat serta pembuatan undang-undang untuk 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, OJK 

menjalankan perannya dengan memastikan fintech beroperasi 

sesuai hukum dan norma keadilan, melindungi hak-hak rakyat, 

dan mencegah penyalahgunaan. Pengawasan oleh OJK 

mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan kepentingan 

umum, keadilan sosial, dan perlindungan hukum, sekaligus 

merupakan wujud dari tanggung jawab negara dalam menjaga 

stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Kata Kunci: Financial Technology Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, 

Fiqih Siyasah 
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ABSTRACT 

 

The Role of the Financial Services Authority in Supervising Illegal 

Financial Technology from the Siyasah Fiqh Perspective (Study of 

the Financial Services Authority of Bengkulu Province), By: 

Jamilatun Safitri, NIM. 2011150129, Supervisor I: Dr. Miinudin, S.Ip., 

M.Ip. and Supervisor II: Zacky Antony, S.H., M.H. 

There are two issues discussed in this research, namely: 1) What is 

the role of the Bengkulu Province Financial Services Authority in 

supervising illegal fintech and 2) What is the role of the Bengkulu 

Province Financial Services Authority in supervising illegal fintech from 

a Siyasah Fiqh perspective. The aims of this research are 1) the role of the 

Bengkulu Provincial Financial Services Authority in supervising illegal 

fintech and 2) to determine the role of the Bengkulu Provincial Financial 

Services Authority in supervising illegal fintech from the Fiqh Siyasah 

perspective. To find out. The research method used in this research is field 

research, namely collecting data directly in the field. The research location 

was taken, namely: the office of the Financial Services Authority (OJK) of 

Bengkulu Province. The results of this research are 1) The Financial 

Services Authority (OJK) plays an important role in supervising and 

controlling fintech companies, especially in preventing and cracking down 

on illegal fintech activities. Regulations issued by the OJK, such as POJK 

Number 77/POJK.01/2016, aim to create a safe fintech industry, but 

challenges in dealing with illegal fintech still exist, especially those 

operating without permits. OJK collaborates with various agencies to 

block and take action against illegal platforms, as well as providing public 

education to increase financial literacy. Even though there are supervisory 

measures in place, obstacles such as the difficulty of tracking perpetrators 

and limited sanctions mean that strengthening regulations and cross-

sector cooperation are very necessary so that supervision is more effective 

and the public is protected from harm, and 2) From the perspective of 

siyasah fiqh, supervision carried out by the OJK is part of the 

government's responsibility in regulating and protecting the interests of 

the people, especially in the financial sector. Siyasa fiqh, as an Islamic 
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political concept, emphasizes the relationship between the government and 

the people and the making of laws to create justice and prosperity. In this 

context, the OJK carries out its role by ensuring that fintech operates in 

accordance with the law and norms of justice, protecting people's rights 

and preventing abuse. Supervision by the OJK reflects Islamic principles 

which prioritize public interests, social justice and legal protection, as 

well as being a manifestation of the state's responsibility in maintaining 

economic stability and social welfare. 

Keywords: Illegal Financial Technology, Financial Services Authority, 

Fiqh Siyasah 
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